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TENTANG 
PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

I. UMUM 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai tujuan untuk mewujudkan 
terselenggaranya pemberian jaminan sosial kesehatan guna 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta 
dan/atau anggota keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan 
berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana 
amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Kesehatan 
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 
sebesar-besar kepentingan peserta. 
Sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT Askes (Persero) pada 
tanggal 1 Januari 2014 telah bertransformasi menjadi BPJS 
Kesehatan. Perubahan bentuk badan hukum dari Persero menjadi 
badan hukum publik (wali amanat) secara langsung juga membawa 
konsekuensi perubahan paradigma dalam pengelolaan aset dan 
liabilitasnya. 
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Dalam rangka mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan agar 
mampu melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban 
dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, diperlukan 
adanya suatu pedoman bagi BPJS Kesehatan dalam pengelolaan dan 
pengembangan aset dengan memperhatikan aspek likuiditas, 
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. 
Sebagai pelaksanaan amanat dari Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, maka perlu ditetapkan Peraturan 
Pemerintah ini yang mengatur mengenai pengelolaan dan 
pengembangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial 
Kesehatan. Pengelolaan dan pengembangan aset tersebut dilakukan 
dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. 
Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini meliputi (i) pengaturan mengenai sumber dan 
penggunaan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial 
Kesehatan; (ii) pengaturan mengenai liabilitas BPJS Kesehatan dan 
liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan; (iii) pengaturan mengenai 
pengelolaan dan pengembangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana 
Jaminan Sosial Kesehatan; (iv) pengaturan mengenai dana operasional 
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan; (v) pengaturan 
mengenai kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan; (vi) 
pengaturan mengenai Surplus BPJS Kesehatan; (vii) pengaturan 
mengenai pelaporan dan pengumuman laporan keuangan dan laporan 
pengelolaan program; serta (viii) pengaturan mengenai pemantauan 
dan evaluasi. 

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai pengelolaan 
dan pengembangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan 
Sosial Kesehatan dan memberikan waktu yang cukup bagi BPJS 
Kesehatan untuk melakukan penyesuaian atas pengelolaan aset yang 
telah ada saat ini serta dengan memperhatikan aspek likuiditas, 
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, 
diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan 
itu sendiri. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 
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Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Besarnya “cadangan premi” untuk pengalihan aset Dana 
Jaminan Sosial dari PT Jamsostek (Persero) dalam 
ketentuan ini sama dengan cadangan jaminan 
pemeliharaan kesehatan yang dihitung berdasarkan 
ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Investasi 
Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Besarnya “cadangan premi” untuk pengalihan aset dari 
PT Askes (Persero) dalam ketentuan ini merupakan 
cadangan premi yang selama ini dibentuk oleh PT Askes 
(Persero). 

Ayat (6) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Dana talangan dari BPJS Kesehatan digunakan untuk 
mengatasi kesulitan likuiditas yang bersifat jangka 
pendek dan hal-hal yang insidentil. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “seluruh liabilitas terkait pengelolaan 
Jaminan Sosial Kesehatan” antara lain adalah: 

a. utang pembelian aset tetap; 

b. utang investasi; 

c. utang pajak; 

d. biaya yang masih harus dibayar; 

e. pendapatan diterima di muka; dan/atau 

f. utang imbalan pasti pasca kerja sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud “akumulasi iuran yang belum dapat 
diidentifikasi pesertanya” antara lain pemungutan dan 
pembayaran iuran oleh pemberi kerja atau perorangan 
yang disetorkan dalam satu dokumen setoran yang 
belum dirinci untuk setiap pesertanya. 

Huruf c 

Cukup jelas.  

Huruf d 

Cukup jelas.  
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Yang dimaksud dengan “penyertaan langsung” dalam 
ketentuan ini adalah penempatan investasi pada saham 
yang tidak tercatat di bursa efek. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Termasuk ke dalam kriteria “tidak berpotensi 
menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan 
kerjasama” antara lain penyediaan manfaat tambahan, 
penyediaan obat, industri farmasi, dan penyedia layanan 
kesehatan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Yang dimaksud dengan “perusahaan” dalam ketentuan ini adalah 
perusahaan yang tidak terdaftar dalam bursa efek Indonesia.  

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “setengah bulan kedepan” dalam 
ketentuan ini adalah periode akuntansi yang merupakan 
50% (lima puluh persen) dari rata-rata estimasi klaim 
bulanan. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas.  

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “risiko fiskal” adalah segala sesuatu 
yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal 
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 
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